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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum
Islam  terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama  Surabaya No.
108/pdt.G/2007/PTA Sby yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
No. 1363/pdt.G/2006/PA Sda tentang Permohonan Cerai Talak”. Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang dasar pertimbangan hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan hakim tentang
permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo, serta analisis hukum Islam
terhadap pembatalan permohonan cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Data penelitian ini dihimpun dari dokumen dan wawancara yang selanjutnya
disusun secara deskriptif untuk menguraikan kasus secara sistematis mengenai
duduk perkara, dasar pertimbangan dan isi putusan. Hasil penelitian kemudian di
analisis secara deduktif untuk mengemukakan kenyataan yang ada dilokasi
penelitian kemudian menilai putusan yang digunakan hakim.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembatalan permohonan
cerai talak yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Pengadilan
Agama Sidoarjo itu tidak benar, karena kalau melihat akibat hukumnya pembatalan
tersebut akan berdampak negatif pada kedua belah pihak yang berperkara.

Kepada para hakim disarankan untuk lebih mendalam dalam mengkaji atau
mempertimbangkan suatu putusan yang akan diambil agar pihak yang berperkara
tidak ada yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut.

vi
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan sebagai satu sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku
pada semua makhluk hidup. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih
Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan dan untuk
menjaga kelestarian hidupnya itu setelah masing-masing pasangan siap untuk
melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat
diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Akad nikah diadakan adalah untuk
selamanya, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga
tempat berlindung dalam menikmati naungan kasih sayang dan dapat
memelihara keturunannya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu
dikatakan bahwa ikatan suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling
kokoh (misagan galizan).
Namun demikian, untuk mempertahankan ikatan yang suci tersebut
bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih
sayang dan kchidupan yang harmonis antara suami istri tidak dapat diwujudkan

sehingga dapat terjadi perceraian.



Perceraian dalam istilah figih disebut dengan ‘talak” yang menurut
bahasa berarti “membuka ikatan’. Scdangkan menurut istilah dalam arti umum
ialah scgala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan olech suami yang teclah
ditetapkan olch hukum dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti
perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang suami atau istri.
Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.'

Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
diperbolehkan asalkan dengan alasan yang tepat yaitu sesuai dengan Pasal 39
ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi,
“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri
itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”*

Ada beberapa hal yang diperbolehkan oleh hukum yang dapat dijadikan
alasan terjadinya suatu perceraian, sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal
116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini diluar

kemampuan.

' Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukumn Islam Tentang Perkawinan, h. 156
2 Arloka. .Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, h. 17



. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.

. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

. Suami melanggar taklik-talak.

. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan
dalam rumah tangga.’

Dalam konteks umat Islam di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan

wadah bagi pelaksanaan syari’at Islam secara formal, diantaranya adalah

pelaksanaan masalah perceraian. Undang-undang yang merupakan aturan

pelaksanaan hukum di Pengadilan Agama, membedakan antara perceraian atas

kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Dalam hal ini karena

karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian.

Perceraian atas kehendak suami disebut dengan ‘Cerai falak” dan

perceraian atas kehendak istri disebut “cerai gugat”, dalam persoalan cerai talak

suamilah yang behak melepaskan tali perkawinan, yakni dengan cara

3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 153-154



mengucapkan ikrar talak. Sedangkan cerai gugat, maka yang berhak memutuskan
tali perkawinannya adalah Hakim.

Dalam mengambil suatu putusan tentang permohonan hukum pada
Pengadilan Agama adakalanya mengabulkan dan adakalanya menolak
permohonannya tersebut. Suatu pemohonan akan dikabulkan apabila syarat-
syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung
petitum ternyata telah terbukti.*

Sedangkan suatu permohonan itu akan ditolak apabila dalam putusan
akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan ternyata
dalil-dalil gugat tidak terbukti.’

Dalam pasal 130 KHI menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat
mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan
tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.®

Dari adanya beberapa hal yang berkaitan tentang cerai talak diketahui
bahwa suatu permohonan cerai talak tidak semua dapat dikabulkan. Hal tersebut
terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo yang kemudian dalam tingkat banding
Pengandilan Tinggi Agama Surabaya menolak dan membatalkan permohonan

cerai talak tersebut karena saksi tidak mendukung.

* Mukti Arto, prakrek perkara perdata, h. 260
* Ibid, h. 259
® Kompilasi Hukum Islam (KI1I). h. 156



Dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka membuat
penulis tertarik untuk ingin meneliti lebih jauh tentang sebuah pembatalan
putusan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Pengadilan
Agama Sidoarjo yang penulis angkat dengan judul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PUTUSAN PTA SBY
NO. 108/PDT.G/2007/PTA SBY YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PA
SDA NO. 1363/PDT.G/2006/PA SDA TENTANG PERMOHONAN CERAI
TALAK

. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka ada beberapa masalah yang
dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
yang membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang
permohonan cerai talak?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan permohonan cerai

talak?

. Kajian Pustaka
Kasus pembatalan cerai talak ini sebenarnya sudah dibahas dalam
penelitian sebelumya, hal ini terlihat dengan terdapatnya skripsi yang ditulis

olch Siti Su’adah yang berjudul “Studi analisis putusan Pengadilan Tinggi



Agama Surabaya No. 77/pdt.G/PTA. Sby mengenai pembatalan putusan

Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara permohonan cerai talak’.

Skripsi tersebut membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk karena di
anggap telah lalai dalam menerapkan pasal 82 Undang-Undang No.7 tahun 1989
yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa dalam proses perdamaian tidak
dihadiri oleh pihak pemohon atau suami tetapi diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian penulis memfokuskan
pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo tentang permohonan cerai talak.

Dengan demikian skripsi yang penulis tulis ini bukan merupakan
pengulangan atau duplikasi atau plagiat dari skripsi sebelumnya.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah :

1. Memfokuskan pada faktor alasan hakim dalam PTA Sby yang membatalkan
perm(;honan Pemo_hon (terbanding) untuk membatalkan cerai talak terhadap
Termohon (pembanding) di PA Sda.

1. Memfokuskan pada tinjauan hukum Islam (Al Qur’an dan Sunnah, yang
diperinci dengan Figih dan kaidah-kaidah ilmu Fiqih).

Dengan demikian skripsi yang penulis tulis ini bukan merupakan

pengulangan atau duplikasi atau plagiat dari skripsi scbelumnya.



D. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka studi ini bertujuan

scbagai berikut :

1. Menguraikan.

2. Menganalisis.

E. Kegunaan Hasil Peneclitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-
kurangnya untuk hal sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis : Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan,
khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dalam bidang
perkawinan dan perceraian.

2. Kegunaan secara praktis : untuk merumuskan program pembinaan dan
kemasyarakatan kasus pembatalan cerai talak tersebut tidak terulang lagi.
Hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi dunia peradilan apabila mereka

menghadapi kasus pembatalan cerai talak itu kembali.

F. Definisi Operasional
Dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan maksud dari konsep agar

tidak terjadi kesalahfahaman pembaca dalam mcngartikan judul skripsi ini.



1. Pembatalan putusan : Suatu putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan

Agama Sidoarjo kemudian dibatalkan oleh Pengdilan

Tinggi Agama Surabaya
2. Permohonan : Permintaan (kepada yang lebih tinggi)
3. Cerai talak : Perceraian dalam hukum Islam antara suami istri atas

kehendak suami

G. Metode Penclitian
1. Sumber data yang dikumpulkan
Sesuvai dengan rumusan masalah yang telah disusun maka data yang
dihimpun dalam penelitian ini adalah :
a. Sumber data primer
1) Berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
108/pdt.G/2007 PTA Sby.
2) Berkas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1363/pdt.G/2006 PA
Sda.
b. Sumber data sekunder
Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, diantaranya :
1) Abdurrahman Al-jaziry, Al-figih Ala Madzahib Al-Arba’ah juz IV
2) Sayyid Sabiq, Terjemah Figih sunnah 8§

3) Muhammad Jawad Al mughniyah, 7erjemah Figih lima madzhab



4) Abd Rahman Al-Ghazali, Figih Munakahat

5) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

6) Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum [slam Tentang Perkawinan

7) Sayyid Muhammad Syatha bin Al-Bakri Al-Dimyati al-Misri, /’anah
Al-Tholibin IV

8) Muhammad Salamm Madzkur, Peradilan Dalam Isfam

9) Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ilmu Figih

. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini di
gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi dokumenter, merupakan salah satu cara penggalian data melalui
berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan
deskripsi penyelesaian permohonan cerai talak beserta dasar hukum dan
tinjauvan hukum Islam dari perkara tersebut.

b. Wawancara atau interviw, dengan para hakim dan panitera untuk
mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengumpulkan data
berkaitan dengan deskripsi penyelesaian permohonan cerai talak beserta

dasar hukum para hakim dan tinjauan hukum Islam dari perkara tersebut.

. Teknik Analisis Data

Setclah data berhasil dikumpulkan, maka dilakukan analisis data

dengan menggunakan teknik :
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a. Deskriptif, yaitu menguraikan kasus yang terjadi secara sistematis dan
menyeluruh sehingga bisa diketahui peristiwa secara obyektif. Disamping
itu dilakukan telaah terhadap peristiwa tersebut secara cermat untuk
sampai pada kesimpulan. Dalam hal ini diuraikan tentang faktor-faktor
penolakan terhadap pembatalan permohonan cerai talak tersebut serta
dasar hukum hakim dalam menolak permohonan tersebut.

b. Deduktif, yaitu mengemukakan kenyataan yang ada di lokasi penelitian
kemudian menilai putusan yang di gunakan hakim Pengadilan Agama
Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilakukan dengan
mengemukakan dalil yang bersifat umum yang terdapat dalam literatur

sebagai analisis untuk memperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam beberapa bab dimana bab yang satu
dengan yang lain berhubungan dan disajikan secara sistematis agar lebih mudah
pemahamannya.

Bab I merupakan gambaran secara umum tentang skripsi ini yang berisi
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisikan tantang pengertian cerai

talak, alasan perceraian, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, akibat
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terjadinya cerai talak, pengertian pembatalan putusan, sebab-sebab pembatalan
putusan, akibat hukum pembatalan putusan, proses pemeriksaan, pembuktian
dari pembatalan putusan perkara di Pengadilan Tinggi Agama.

Bab III merupakan pemaparan data tentang gambaran umum Pengadilan
Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan
perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo, serta data penelitian
penyelesaian permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Bab IV merupakan analisa terhadap perkara pembatalan cerai talak, baik
tentang faktor-faktor yang dijadikan alasan untuk membatalkan cerai talak
maupun tentang dasar hukum hakim dalam membatalkan cerai talak tersebut.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.
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BAB 11

PEMBATALAN CERAI TALAK

A. Pengertian Cerai Talak
Ada beberapa pengertian tentang cerai talak diantaranya adalah :
Menurut Sayyid Sabiq dalam Figih Sunnah talak berasal dari kata
) “Ithlag” artinya melepaskan atau meniggalkan. Dalam istilah agama talak
artinya melepaskan ikatan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.'

Al-jaziri mendefinisikan talak dengan :
P 3at baily o Ol g o IS U1y Gk

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau menpgurangi pelepasan

ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”’

Sedangkan arti talak yang dikutip dari Abu Zakaria Al-Ansari dalam
buku Figih Munakahat adalah :
048 3 LI Ldly C&Ji JEs >
“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya .

Menurut Subekti, talak adalah penghapusan perkawinan dengan putusan

hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.*

! Sayyid Sabiq, figih sunnah 8, h. 9

? Abdurrahman Al-jaziry, Al-figilt Ala Madzahib Al-Arba’ah juz IV, h. 278
* Abd Rahman Al-Ghazali, Figih Munakahat, h. 192

* Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, h. 42
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Dalam pasal 117 KHI disebutkan, talak adalah ikrar suami dihadapan
sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.5

Dari beberapa pengertian tentang talak yang tersebut diatas maka dapat
disimpulkan bahwa talak adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan

atas kehendak suami dengan ucapan tertentu.

. Alasan-alasan Perceraian
Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan perceraian. Dalam pasal

116 KHI disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian adalah :

1. Salah pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pemjudi dan lain
sebagainya yang sukar dissmbuhkan

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karensa hal lain diluar
kemampuannya

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

4. Salah satu pihak melakukuan kekejaman atau penganiayaan berat yang
mambahayakan pihak lain

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri

* Kompilasi Hukum Islam (KI11). h. 141
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6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

7. Suami melanggar taklik-falak

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan

dalam rumah tangga.®

C. Rukun dan Syarat Talak
Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak dan
terwujudnya talak bergantung kepada ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut.
Adapun yang termasuk rukun dan talak adalah :
a. Suami
Seorang suami yang ingin menjatuhkan talak harus memenuhi beberapa
syarat yaitu :
1. Berakal
Dalam menjatuhkan talak, seorang suami disyaratkan berakal dan tidak
ada kebencian pada suami tersebut. Dengan demikian jika talak yang
dilakukan orang gila dinyatakan batal. Demikan juga jika talak dilakukan
karena perasaan benci dan emosi, dimana talak semacam ini menjadi

batal karena faktor kebencian.’

¢ Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 153-154
7 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Figih wanita, h. 437
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Baligh

Suami yang menjatuhkan talak harus sudah baligh, sedangkan talak yang
dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun ia telah pandai.
Demikian kesepakatan para ulama’ madzhab, kecuali hambali, para
ulama’ madzhab hambali menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak
kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai

sepuluh tahun.®

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya

sendiri, mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak. Fuqaha’ sepakat bahwa

mereka harus :

1.

2.

3.

4.

Perempuan yang dinikahi dengan sah.
Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah.
Belum habis masa iddahnya, pada talak raj’i.

Tidak sedang haid atau suci yang sudah djcampuri.9

c. Shighat Talak

Shighat Talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya

yang menunjukan talak, baik sarih (jelas) maupun yang Xinayah (sindiran),

baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tunawicara ataupun

dengan suruhan orang lain.

# Muhammad Jawad Al mughniyah, Figih lima madzhab, h. 422
® Slamet Abidin dan Aminudin, Figih Munakahat 2. ). 66
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D. Macam-macam Talak

Agama melarang suami menjatuhkan talak kepada istrinya kecuali dalam
keadaan darurat sebagaimana yang telah dijelaskan. Meskipun wewenang talak
ada ditangan suami, namun syari’at Islam tidak membiarkan suami bertindak
sewenang-wenang. Syari’at Islam telah meletakkan ketentuan-ketentuan dan
hukum-hukum yang harus ditaati yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan
Hadits.
a. Ditinjau dari keadaan istri, talak ada dua macam yaitu :

1. Talak Sunniy yaitu talak yang dijatubkan sesuai dengan ketentuan al-

Qur’an dan sunnah Rasul.

Adapun yang termasuk talak sunniy adalah talak yang
dijatuhkan kepada istri yang suci dan belum dicampuri dalam masa suci
itu dan talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.'
Sebagaimana firman Allah dalam Surat at-Talaq ayat 1 :

it 152l Ll 1A slld <30 20 15) o3 G
Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar)”"’!
Adapun hikmah mentalak istri dalam keadaan suci yaitu ia

akan lebih cepat selesai masa iddahnya, sebaliknya jika istri dicerai dalam

keadaan haid ia akan lebih lama masa iddahnya karena sisa masa haid

1° Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, h. 109
" Depag RI, A/-Qur’an, h. 985



17

tidak dapat dihitung sebagai masa iddah, hal ini berarti merugikan
kepentingan perempuan. Dan jika ia ditalak disaat bersih sudah
dikumpuli maka dalam keadaan seperti ini tidak dapat diketahui apakah
ia hamil atau tidak. Sehingga tidak dapat diketahui bagaimana beriddah
sesudah suci dari haid atukah setelah melahirkan.'?

2. Talak Bid’iy yaiti talak yang dijatuhkan tidak sesuai cara menghitung
iddahnya, apakah ia akan (berfentanganm) dengan ketentuan dalam al-
Qur'an dan Sunnah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara
menjatuhkannya.

Para ahli figh berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya
talak bid’iy. Menurut pendapat Imam empat mahzab talak bid’iy haram
hukumnya tetapi tetap sah dan talaknya jatuh, sebab itu sunnah bagi
suami untuk rujuk kepada istrinya dalam talak bid’iy."

Menurut pendapat Ibnu Hazm, Ibnu Qoyyim dan Ibnu
Taimiyah, falak bid’iy adalah talak yang tidak sah dan tidak jatuh talak
karena talak bid’iy adalah talak haram dan tidak sesuai dengan sunnah

1.14

rasul.'* Sedangkan menurut Maliki mewajibkan untuk rujuk."

12 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 8, h.43
13 Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 152
14 1
Ibid, h. 110
15 Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, h. 125
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Talak yang bukan sunniy dan bukan bid’iy yaitu talak yang tidak
termasuk kategori talak sunniy dan tidak pula termasuk kategori talak
bid’iy yaitu:'®

a. Mentalak istri sebelum digauli.

b. Mentalak istri yang masih kecil.

c. Mentalak istri yang putus dari haid (menopouse).

d. Mentalak istri yang sedang hamil.

e. Mentalak istri karena sumpah i/a’.

f. Mentalak istri yang mengkhuluk.

g. Mentalak istri oleh hakim.

h. Mentalak istri yang keluar darah tidak jelas yaitu darah haid atau
istihazh (pendarahan).

b. Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami ruju’ kembali ada dua macam :

1.

Talak Raj’ly adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya
yang sudah pernah dicampuri secara hakiki dan suami berhak untuk
merujuk istrinya sesudah talak yang kedua. Setelah itu boleh memilih
apakah meneruskan perkawinannya atau menceraikannya, jika ia memilih
menceraikan istrinya berarti ia telah nenjatuhkan talak tiga dan ia tidak
berhak lagi untuk rujuk dengan istrinya.

As Siba’i mengatakan bahwa falak raj’iy adalah talak yang untuk
kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan
pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mabar, serta tidak

memerlukan persaksian.'’

16 M
Agama, h. 62

och Anwar, Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menerapkan Keputusan dJi Pengadian

' Abd Rahman Al-Ghazali, Figih Munakahath. 196
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Talak raj’iy hanya terjadi pada talak pertama dan kedua, berdasarkan

firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 229 :

Ao s S

dL.-o-bc» J)un JL.M\B dbjn dUhJ\

Artinya : “Talak (vang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik’. 8

Adapun ayat tersebut mengandung arti bahwa talak yang ditetapkan
oleh Allah adalah sekali sesudah itu sekali. Suami boleh menahan istrinya
dengan baik sesudah talak kedua. Maksud dari makna menahannya
dengan ma’ruf adalah merujuknya dan mempergaulinya dengan baik. Hak
rujuk hanya diperbolehkan pada talak raj’iy. Sebagaimana firman Allah

dalam Surat al-Baqarah ayat 228 :

- 24 o

35’-\32;0& o u@JJ’”uJ’JJ’“‘muM“U"‘J‘UW‘)
o a3 G Al T iy bt 2 55 ) g B
G-y 153051 Op s

Artinya : “Istri-istri yang ditalak hendakiah memelihara dirinya selama
tiga quru’. Mereka tidak halal menyembunyikan apa yang Allah telah
ciptakan dalam kandungan mereka, jika mereka beriman kepada Allsh
dan akhirat. Dan (bekas) suami mereka lebih berhak kembali kepadanya
dalam masa itu, jika mercka menginginkan perdamaian’”. i

¥ Depag R1, A/-Qur’an, h. 55
¥ Ibid. h. 55



2. Talak ba’in adalah talak yang dijatubkan suami terhadap istri untuk yang

ketiga kalinya, talak sebelum suami istri berhubungan atau talak yang

jatuh dengan tebusan oleh istri kepada suami.

a.

Talak ba’in kubra

Talak ba’in kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak

rujuk bekas suami walaupun keduvanya ingin melakukuan hubungan
suami istri baik di waktu iddah maupun sesudahnya. Sebagaimana

firman Allah dalam Swurat al-Baqarah ayat 230 :

sBr 0

P Y J S - -3 P -
£ 06 il if 6,5 65 25 B 567 o 4 s 8 D

s IZr @ /O/ @ - L a.i .°. e //’i‘ - 9,/
Gog Al 3405 sy alt 355 G of B o) wetF of Lglle

O Jlo: gﬁ{

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudsh talak yang
kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin
dengan svami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi kedvanya (bekas suvami
pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
akan menjalankan hukum-hukum Allah. itulah hukum-hukum Allah,

diterangkan kepada hukum yang mengetahui”*’

Jadi apabila telah jatuh talak tiga maka suami tidak dapat
rujuk atau mengawini istrinya kembali baik dalam masa iddah
maupun sesudah masa iddah. Seorang suami boleh mengawini

istrinya kembali setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

2 1bid, h. 56
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1) Istri harus kawin lagi dengan orang lain.

2) Telah diceraikan oleh suami (yang baru).

3) Telah habis masa iddahnya.

4) Telah melakukan hubungan kelamin dengan suami yang
pertama.“

Para ahli figih sepakat bahwa yang termasuk dalam
golongan falak ba’in kubra adalah talak yang ketiga dari talak—talak
yang dijatuhkan suami kepada istrinya.??

b. Talak ba’in sughra

Talak ba’in sughra adalah talak yang tidak boleh rujuk lagi
tetapi keduanya dapat berhubungan lagi mejadi suami istri sesudah
tenggang waktu iddah dan melalui proses perkawinan kembali.

Dalam talak ini, memutuskan hubungan suami istri begitu
talak diucapkan karena ikatan perkawinannya putus, maka si istri
kembali mejadi orang lain bagi suaminya, karena itu haram untuk
bersenang-senang. Jika salah satu meninggal sebelum dan sesudah
masa iddahnya maka mereka tidak berhak saling mewarisi. Dan
dikategorikan talak ba’in sughra adalah :

1) Talak satu atau dua yang memakai pembayaran (/wad).

' Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, h. 109
22 Jelam tentang Kamal mukhtar, Asas-asas Hukum Perkawinan. h 178
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2) Talak satu atau dua memakai pembayaran, tetapi suami istri
belum pernah bercampur atau bersetubuh.”
c. Ditinjau dari lafaz atau sigat nya.

Sigat Talak merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang
suami yang menunjukkan putusnya hubungan perkawinan dan
bagaimana cara mengucapkan kata-kata tersebut. Dalam hal ini
adakalanya secara terang (sarih) dan adakalanya secara sindiran
(kinayah).

1. Talak secara tegas atau talak sarih

Yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang jelas sebagai ucapan
perceraian. Seperti kata “kau, aku talak”.

Menurut Imam Syafi’i kata-kata yang digunakan untuk talak sharih
ada tiga yaitu talak artinya cerai, firag artinya pisah dan sarah artinya
lepas yang semua tercantum dalam al-Qur’an dan Hadits.*

Dengan demikian apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya
dengan talak sarih maka jatuhlah talak itu sepanjang ucapannya dalam
keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

2. Talak dengan sindiran atau talak kinayah
Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-

samar. Seperti kata “pulanglah ke rumah orang tuamu’. Kata tersebut

2 dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, h. 111
* Abd Rahman Al-Ghazali, Figilh Munakahat, h. 195
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mempunyai dua arti yatu si istri dikembalikan kepada orang tuanya
dalam arti dicerai atau istrinya sekedar disuruh pulang ke rumah orang
tuanya karena ada keperluan tertentu.

Menurut Tagiyyuddin al-Husaini mengemukakan kedudukan talak
dengan kata-kata sindiran bergantung pada niat suami. Artinya jika suami
dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak maka menjadi
jatuhlah talak itu, sebaliknya jika suami dengan kata-kata tersebut tidak
bermaksud menjatuhkan talak maka itupun tidak jatuh.® Menurut
mahzab Maliki dan Syafi’i talak sindiran mempunyai makna ganda dan
yang membedakan hanya niat dan tujuan.?®
d. Ditinjau dari segi cara menyampaikan talak terhadap istrinya, taiak dibagi

menjadi empat yaitu :

1. Talak dengan ucapan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan
istrinya dan istri mendengar lansung ucapan suaminya itu, baik ucapan
secara sarih ataupun kinayah.

2. Talak dengan tulisan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu

disampaikan istrinya, kemudian istri membaca dan memahami isi dan

maksudnya.

% Ibid, h. 196
2 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 8 h. 24
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Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dianggap jatuh (sa#)
meskipun suami yang menulis surat itu dapat berbicara (tidak bisu).
Dimana syarat tulisan itu harus jelas misalnya dalam lembaran kertas dan
tertentu diajukan pada istri.

Talak dengan isyarat

Yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang
tuna wicara. Isyarat tersebut merupakan alat komunikasi untuk
memberikan pengertian maksud dan isi hati suami terhadap istri untuk
mengakhiri ikatan perkawinan.

Sebagian ulama’ mensyaratkan bahwa orang bisu tersebut tidak dapat
membaca dan menulis. Apabila ia dapat menulis maka talaknya tidak
cukup dengan isyarat, harus dengan tulisan yang menunjukkan maksud
untuk bertalak, kecuali kalau terpaksa atau memang tidak dapat
menulis.”’

Talak dengan utusan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui
perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami
itu kepada istrinya.

Adapun kedudukan utusan ini sebagai wakil suami untuk

menjatuhkan

2’ Abd Rahman Al-Ghazali, Figift Munakahat, h. 200
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talak, talaknya berlaku dan sah.
e. Ditinjau dari segi waktu terjadinya talak, maka talak ada tiga macam yaitu :

1. Talak Munjiz yaitu talak yang diucapkan tanpa syarat maupun
penangguhan.

2. Talak Mudaf yaitu ucapan talak yang dikaitkan dengan waktu, bahwa
apabila waktu yang dimaksud itu tiba maka terjadilah perceraian itu.

3. Talak Mu’allaq yaitu talak yang digantungkan dengan suatu peristiwa
yang bakal terjadi dimasa yang akan datang. Contohnya bila seorang
suami mengucapkan talak disertai dengan kata syarat atau semakna

dengannya seperti jika, apabila dan lain-lain.?®

E. Akibat Terjadinya Cerai Talak
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
1. Memberi mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau
benda, kecuali bekas istri tersebut gob/a al-dukhul.

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,
kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam keadaan
tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnyua dan separoh apabila gobla

al-dukhul

% Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Figih wanita, h. 441
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4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur

21 tahun.

F. Tinjauan umum tentang pembatalan putusan
1. Pengertian pembatalan
Pembatalan menurut bahasa adalah pernyataan batal (urung, tidak
terjadi) dari kata dasar batal, yaitu tidak sah lagi.”® Sesungguhnya hukum-
hukum Islam mempunyai dasar untuk membatalkan putusan-putusan hakim
dengan menerangkan kekeliruan-kekeliruan hakim pada suatu perkara yang
sudah diputuskan.
2. Sebab-sebab putusan hakim dibatalkan
Y ang menjadi sebab-sebab putusan hakim dibatalkan, yaitu :
a. Apabila hukum yang telah dijatuhkan itu berlawanan dengan nash atau ijma’
b. Apabila wewenang hakim dalam memutuskan perkara itu diperselisihkan,
apabila hakim membatalkan sesuatu hak karena suadah kadaluarsa
berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa seorang pemilik apabila dia
tidak mengajukan gugatannya untuk memperoleh haknya kembali dalam
jangka waktu tiga tahun, sedangkan dia berada ditempat, maka batallah

haknya.

» WJS. Pocrwadarminto, Kamus Umum [Bahasa Indonesia, h. 67
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c. Apabial hakim memutuskan tidak ada mahar lagi karena sudah kadaluarsa
dan istri tidak pernah mengajukan hal itu. sesuadah beberapa tahun lamanya
baru dia mengajukan tuntutannya. Putusan inipun harus dibatalkan.

d. Apabila hakim memutuskan perkara terhadap seseorang yang tidak ada
ditempat, yaitu menceraikan istrinya karena dipandang tidak mampu
membelanjai istrinya itu, maka putusan hakim itupun harus dibatalkan.

e. Apabila hakim mensahkan nikah orang yang mengawini wanita yang telah di
zinahi oleh ayahnya, oleh anaknya, menikahi ibu atau anak dari wanita yang
telah di zinahi. Menurut Abu Yusuf, hukum ini dipandang sah.

f. Apabila hakim mensahkan nikah mut’ah

g. Apabila hakim menceraikan seseorang istri dari suaminya lantaran si suami
impoten tanpa memberi tangguh pada suaminya.

h. Apabial hakim tidak mensahkan ruju’ kepada istri yang ditalak raj’iy,
sedangakan istri masih dalam masa iddah karena tidak disukai oleh istri itu.

i. Apabila hakim tidak mensahkan talak yang dijatuhkan dalam masa haid,
tidak mensahkan talak yang dijatuhkan lebih dari satu atau tidak
menganggap tiga talak yang dijatuhkan sekaligus.

j. Apabila hakim mengharuskan si suami memberikan kepada istri setengah
dari perbelanjaan perkawinan, apabila si istri ditalak sebalum dukhul tetapi

sudah menerima mahar dan belanja persiapan perkawinan.
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k. Apabila hakim memutuskan perkara dengan kesaksian seorang saksi dan
sumpah atau memutuskkan perkara dalam bidang pidana dan gishas dengan
saksi secoarang lelaki dan dua orang wanita.

1. Apabila hakim menceraikan suami istri lantara susuan dengan berpegang
pada persaksian ibu susu saja.

m.Apabila hakim memutuskan perkara dengan persaksian anak terhadap
ayahnya, karena menurut ijma’ anak tidak sah menjadi saksi ayahnya
demikian pula sebaliknya.

Berbeda dengan pendapat al-Qorafi menurutnya adalah dibatalkan.

Sesuatu hukum apabila menyalahi kaidah, giyas atau nash yang zanni

dilalahnya, apabila tidak ada dalil yang menentangnya. Kalau ada, tidaklah

dibatalkan dengan kaidah, nash, giyas, akan tetapi dalil-dalil yang khusus harus
didahulukan atas kaidah dan nash yang tidak gat i dalalahnya atau giyasnya.>

Suatu putusan dapat dibatalkan apabila berlawanan dengan ijma’,
apabila berlawanan dengan kaidah-kaidah kulliyah (umum), berlawanan dengan
nash ajali (nash yang jelas) atau berlawanan denga giyas, hukum seorang hakim
tidak dapat diterima apabila berlawanan jika hukum itu mempunyai dalil yang
lebih kuat.

Menurut pendapat fugaha’ apabila hakim memberikan putusan pada

suatu masalah, tetapi kemudian dia ingin membatalkan putusannya itu maka

3 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Perdilan dan Hukum Acara Islam, h. 73-76
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dalam hal itu hendaklah diperhatikan lebih jauh, yaitu apabila hukum yang

sudah ditetapkan nyata salahnya, maka seluruh fuqaha’ menolak putusan itu.

Tetapi jika yang telah diputuskan itu diperselisihkan oleh para fuqaha’, maka

hakim harus melaksanakan putusan itu, tidak boleh dicabut.

3. Akibat hukum pembatalan putusan

a. Antara pemohon dan termohon masih dalam ikatan suami istri.

b. Antara pemohon dan termohon akan terjadi pertengakaran dan perslisihan
yang berkepanjangan

c. Dengan dibatalkannya putusan cerai talak tersebut maka keutuhan rumah
tangga antara pemohon dan termohon tidak mungkin bisa dipertahankan,
baik suami maupun isteri akan mengalami penderitaan. Dimana masing-
masing pasangan merasa teraniaya oleh yang lainnya. Kalau dibiarkan akan
menimbulkan permusuhan, dan menanamkan bibit kebencian antara kedua
orang tersebut, bahkan bisa merembet ke permusuhan antara kedua

keluarga besar masing-masing.

G. Proses Pemeriksaan, Pembatalan dan Pembuktian
Berdasarkan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama discbutkan bahwa pemeriksaan permohonan cerai talak
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dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (ziga puluh) hari setelah

berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di kepaniteraan.’'

Adapun tahapan pemeriksaan perkara secara umum dalam persidangan
adalah :

1. Tahapan sidang pertama sampai anjuran damai. Dalam tahapan ini yang
dilakukan Hakim adalah membuka persidangan, menanyakan identitas pihak-
pihak, pembacaan surat gugatan atau permohonan, anjuran untuk melakukan
perdamaian kepada pihak-pihak.

2. Tahap replik dan duplik. Dalam tahapan ini dilakukan penbacaan surat
gugatan atau permohonan, tawaran atau perdamaian, tanggapan atas gugatan
yang diajukan, kemudian jawaban atas tanggapan tergugat (replik).
Selanjutnya replik itu dijawab kembali oleh tergugat (duplik) >

3. Tahap pemeriksaan alat bukti
Pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan Hakim terhadap
kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan dan dalil-dalil yang
dikemukakan oleh pihak tergugat untuk menyanggah terhadap apa yang telah

dikemukakan oleh penggugat.

* Undang-undang Peradilan Agama, h. 28
32 Cik Hasan Bisri, Pengadilan Agama Indonesia, h. 232
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Yang termasuk alat pembuktian adalah :
a. Bukti tertulis
Menurut Sudikno Mertokusumo, afar buvkti surat adalah segala
sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk
mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang
dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian segala sesuatu
yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-
tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidak dapat
dijadikan alat bukti.”®
Ada 3 macam alat bukti tertulis yang dapat diajukan sebagai alat
bukti:
1. Surat biasa
2. Akta dibawah tangan
3. Akta otentik.>*
c. Kesaksian
Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila
bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk
mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar

pendiriannya para pihak masing-masing.*

33 Abdul Manan, Pencrapan Hukum Acara Perdata di Iingkungan Peradilan Agama, h. 156-
157

3 Umar Said, Kedudukan dan Hukum Peradilan Agama di Indonesia, h. 187

35 Abdul Manan, Pencrapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 163
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Tiap-tiap kesaksian harus menyebutkan sebab-sebab pengetahuan
dan keterangannya tersebut, hal ini dapat terjadi dari kemungkinan yaitu :
1. Melihat sendiri
2 Mendengar sendiri
3 Mengalami sendiri.*®

d. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa
“tertentu” atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang “tidak
terkenal’, artinya “belum terbukti”>’

Ada 2 persangkaan yang dikenal, yakni :

- persangkaan menurut Undang-undang, Persangkaan menurut Undang-
undang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu.

- persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, diserahkan kepada
pertimbangan hakim.*®

Persangkaan hakim tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terdiri
dari beberapa persangkaan yang satu sama lain saling mendukung,
berhubungan, sehingga peristiwa yang disengketakan itu dapat dianggap
terbukti. Hakim bebas menyimpulkan persangkaan berdasarkan

kenyataan yang ada dan hakim bebas mempergunakan atau tidak

3 Ibid, h. 188

%7 Ibid, h. 184

% Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara
Perdata h. 34
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mempergunakan hal-hal yang terbukti dalam suatu perkara sebagai dasar
untuk melakukan persangkaan. Jika yang ada hanya persangakaan hakim
saja, maka nilai pembuktiannya baru mempunyai pembuktian permulaan,
oleh karena itu harus didukung dengan oleh bukti lain.*

Cara pembuktian sebagaimana tersebut di atas merupakan cara
pembuktian yang tidak langsung, artinya cara pembuktian tersebut harus
melalui perantara pembuktian peristiwa lain. Yang berhak mengambil
kesimpulan sebagaimana tersebut adalah hakim.*’

Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan akan kebenaran oleh salah
satu pihak yang bersangkutan, tentang apa yang dikemukakan oleh
lawannya. Pengakuan itu meliputi pernyataan akan kebenaran dari
tuntutan, hubungan hukum dan peristiwa.*!

Suatu pengakuan yang dilakukan di dalam suatu persidangan (di
muka hakim) tidak dapat ditarik kembali oleh orang yang menyampaikan
pengakuan itu, kecuali bilamana dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu

diberikan karena kekhilafan semata-mata.

170

3% Abdul Manan., Penerapan Hukum Acara Perdara di Lingkungan Peradilan Agama, h. 169-

“ Ibid, h. 170
U Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarea, 11ukum Pembuktian, h. 214



f. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmad yang diberikan
atau diucapkan pada waktu memberi janji atau ketcrangan dan
memngingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang
memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sumpah sebagai alat bukti
berbeda dengan sumpah/janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan
keterangan didepan Malelis Hakim. Sumpah atau janji saksi tersebut
bukanlah sebagai alat bukti, tetapi keseksiannya itulah yang menjadi
bukti. Sebaliknya sumpah yang diucapakan para pihak dalam perkara
adalah menjadi alat bukti. Di samping itu, sumpah atau janji saksi hanya
menyatakan benar apa yang diketahui, didengar dan dilihat oleh saksi
sesuai dengan apa yang diterangkannya didepan sidang pengadilan.
Sebaliknya sumpah sebagai alat bukti isinya terntang kebenaran apa yang
dilakukan pihak yang bersumpah itu.*?

Apabila seseorang digugat atau menolak gugatan tersebut
kemudian si Penggugat tidak sanggup mengajukan saksi, maka dalam hal

ini si Penggugat boleh menyuruh si Tergugat bersumpah. Kalau si

2 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 175
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Tergugat tidak mau bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada si
Penggugat.43

Setelah pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat serta
terhadap alat bukti setelah selesai maka perkara tersebut diputuskan
menurut hukum. Putusan tersebut adakalanya mengabulkan gugatan
permohonan Penggugat Pemohon dan adakalanya menolak permohonan
atau gugatan Pemohon atau Penggugat.

Hakim akan mengabulkan permohonan atau gugatan dari Pemohon
atau Penggugat apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh
dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Selain
itu juga hakim akan menolak suatu gugatan atau permohonan dari
Penggugat atau Pemohon apabila putusan akhir yang dijatuhkan setelah
menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat
tidak terbukti.**

Hal tersebut sesuai dengan pasal 130 KHI yang menyebutkan
bahwa pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum

banding atau kasasi.*’

* Hasby Ash-shiddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 150
*“ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 295-260
% Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 156



36

Selain ada putusan yang berupa dikabulkannya permohonannya itu
ada juga putusan yang berupa putusan gugur yaitu putusan yang
menyatakan bahwa permohonannya gugur karena pemohon tidak pernah
hadir meskipun telah dipanggil (secara resmi) sedang tergugat hadir dan
mohon putusan.

Kemudian ada juga putusan yang berupa putusan tidak diterima
yaitu putusan yang dijatuhkan apabila dalil-dalil gugat tidak memenuhi
syarat atau dengan kata lain tidak terpenphi syarat-syarat formil atau
materiil. Putusan dapat berupa putusan dicabut yaitu putusan yang terjadi
apabila perkara yang diajukan tidak diteruskan oleh pemohon lagi.

Adapun tahapan pembatalan perkara secara umum dalam
persidangan adalah :

- Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas
perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Peradilan Tingkat
Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak
yang berperkara.

- Pengadilan Tinggi memperhatikan pertimbangan hukum hakim
tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding,
Pengadilan Agama tidak menyetujui putusan hakim tingkat pertama

tersebut karena saksi tidak mendukung.



BAB III

KASUS PEMBATALAN CERAI TALAK

A. Status, Kewenangan dan Struktur Pengadilan Agama Sidoarjo

Status Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu instansi pemerintahan
dibawah naungan Mahkamah Agung yang mengenai masalah hukum perdata
bagi orang Islam di kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya itu, maka
Pengadilan ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang
hukum perdata orang Islam antara lain yaitu masalah perceraian, kewarisan,
wasiat, hibah dan shadaqoh. Pengadilan Agama Sidoarjo adalah kelas IB yang
berkedudukan dikota Sidoarjo terletak di JL.Hasanuddin No. 90 Sidoarjo, Telp :

(031) 8921012.

B. Putusan Permohonan Cerai Talak pada Perkara No. 1363/Pdt.G/2006/PA Sda.
1. Deskripsi Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo
Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (Gunawan Bin
Marto Wijonosadin) kepada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 28
September 2006 terdaftar dalam buku register perkara nomer
1363/pdt.G/2006/PA Sda.
Kasus ini berawal dari sebuah ikatan perkawinan antara Gunawan Bin

Marto Wijonosadin (Pemohon) dengan Elis Arita Binti M. Subari (Temohon)
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pada tanggal 29 Desember 1996 dihadapan pegawai pencatat nikah pada KUA
kecamatan Simokerto Kota Madya Surabaya berdasarkan kutipan akte nikah
nomer : 410/50/X11/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 1996.
Setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan mengambil tempat
kediaman bersama di Perumahan Tanggulangin Asri Blok MM No.13
kelurahan kalitengah kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo selama 9
tahun dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
a. Perdana Juliarta Gunarsya, Laki-laki, Lahir Tahun 1998
b. Isro’l Oktavian Gunarsya, Laki-laki, Lahir Tahun 2000
c. Alvina Berliani Gunarsya, Pererpuan, Lahir Tahun 2002
Semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup
tentram, harmonis dan bahagia akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi
karena sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah
ranjang dan pisah tempat tinggal sampai permohonan talak ini diajukan.
Bahwa pertengkaran terakhir terjadi karena Termohon selalu cemburu
dan dalam segala hal sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan
ketidakcocokan dalam menentukan kehidupan rumah tangga.
Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut,
kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan

pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, dimana Termohon tinggal dirumah
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kediaman bersama dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan 3 orang
anak, Namun sampai saat ini Pemohon masih tetap memberikan nafkah atau
biaya hidup pada istri dan anak-anak, mulai dari makan sehari-hari, pakaian,
biaya sekolah dan lain-lain semuanya di penuhi Pemohon.

Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai
pada Pemohon, hingga akhirnya Pemohon mengucapkan talak secara lisan
kurang lebih satu tahun yang lalu pada Termohon.

Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon
sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan
sulit tercapai sebagaimana tujuan dari undang-undang perkawinan yaitu pasal 1
Undang-undang No. 1 Tahun 1974. maka untuk mengakhiri perkawinan
tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan
sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Proses Penyelesaian beserta Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama
Sidoarjo

Dalam penyelesaian perkara permohonan cerai talak sebelum Pemohon
minta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memutuskan perkaranya
dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon mohon kepada
Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil dan memeriksa Pemohon dan
Termohon, selanjutnya Pengdilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan

sebagai berikut :



40

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Mengizinkan Pemohon (Gunawan Bin Marto Wijonosadin) untuk
menjatuhkan talak terhadap termohon (Elis Arita Binti M. Subari) didepan
sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Dalam persidangan yang telah di tetapkan oleh Majelis Hakim
Pemohon hadir ditemani kuasa hukumnya dan Termohon. Majelis hakim telah
berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut agar rukun kembali
dalam satu rumah tangga, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, kemudian
pemeriksaan ini di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon
yang ternyata dipertahankan oleh Pemohon.

Atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan
jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui sebagian alasan
Pemohon dan tidak mengakui sebagian alasan Pemohon dalam surat
permobonan tersebut. Kemudian atas jawaban Termohon tersebut, maka
Pemobon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada
pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

Untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menyerahkan alat-alat bukti

berupa :
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a. Bukti tertulis
1. Foto copy kutipan akte nikah bermaterai cukup cocok, dengan aslinya
(P-1)
2. Foto copy KTP bermaterai cukup, dengan aslinya (P-2)
b. Saksi-saksi

Selain itu Pemohon dan Termohon telah menghadirkan dua orang saksi
yang telah disumpah dan memberikan keterangan masing-masing diantaranya :
Muna Arianti Binti Mushtofa dan Taman Purboyo Bin Amari (saksi Pemohon),
Moh. Anas Bin Subari dan Wartinah Binti Martosadin (saksi Termohon).

Atas bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut
Pemohon dan Termohon membenarkan akan tetapi pada pokoknya Termohon
keberatan untuk cerai, kalau poligami silahkan, selanjutnya mereka mohon
putusan.

Dari semua keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan
bukti P-2 dan pengakuan Termohon (tentang domisili Pemohon dan
Termohon) sesuai dengan pasal 66 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, bahwa perkara ini adalah wewenang Pangadilan Agama
Sidoarjo.

Maijelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang

berperkara tetapi tidak berhasil.
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Bahwa yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam

surat permohonannya pada pokoknya karena Pemohon dan Termohon sering

bertengkar discbabkan :

Termohon selalu cemburu dan dalam segala hal sering terjadi pertengkaran

dan ketidakcocokan dalam menentukan kehidupan rumah tangga.

Pemohon pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, namun sampai saat ini

Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk istri dan 3 anaknya.

Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai pada Pemohon .
Sedangkan menurut Termohon sebagai berikut :

Bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon karena sebagai istri

yang sah Termohon merasa sakit hati yang dikarenakan Pemohon

berselingkuh dengan wanita lain.

Bahwa tidak benar Pemohon pergi meninggalkan rumah demi wanita lain

selama 2 tahun tetapi Pemohon masih memberi nafkah lahir dan batin

tetapi kewajiban untuk membiayai uang anak-anak sekolah dilalaikan.

Bahwa tidak benar setelah bangun nikah Pemohon tidak pernah

mengucapkan talak secara langsung.

Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sebetulnya tidak ada

masalah apa-apa tetapi semenjak ada orang ketiga Pemohon mulai lupa

akan kewajibannya sebagai kcpala rumah tangga walaupun Termohon
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membenarkan berpisah kurang lebih 10 bulan tetap keberatan cerai karena
masih mencintai Pemohon.

Meskipun dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon,
Pemohon tidak perlu harus membuktikan kebenaran seluruh dalil
permohonannya dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan apakah
masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau tidak, hal tersebut
sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3180/SIP/85
tanggal 31 Januari 1987 dan HIR pasal 174 menyebutkan bahwa pengakuan
yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna
dan bersifat menentukan.

Dari keterangan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas

sdengan memperhatikan saksi-saksi Pemohon dan Termohon bahwa antara
Pemohon dan Termohon terbukti :
- Sering bertengkar, juga saling memukul antara kedua belah pihak.
- Pemohon telah menikah sirri dan hidup bersama dengan perempuan
bernama Aisyah.
- Pemohon dan Termohon telah pisah temppat tinggal 10 bulan lamanya
walaupun tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.

Dari keterangan keempat orang saksi Pemohon dan Termohon tersebut

ternyata dibenarkan oleh Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut

dapat ditcrima sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 171 dan 172 HIR.
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Bahwa dengan keadaan tersebut diatas telah ternyata dan telah
ditemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon
dengan Tecrmohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat suiit untuk
dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana
dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 terwujudnya rumah tangga yang
tentram dan diliputi rasa kasih sayang, demikian yang dikehendaki Undang-
undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu
membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha
Esa, sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan sudah tidak saling
-melaksanakan kewajibannya masing-masing, rumah tangga yang demikian
patut diduga akan menimbulkan madlorot yang lebih besar bagi keduanya, oleh
karena itu akan lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon jika keduanya
diceraikan . Mengingat Firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat

229 yang berbunyi :

e -0
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Artinya : “Talak (vang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma’ruf atauv menceraikan dengan cara yang baik.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan
pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum

oleh karcna itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.
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C. Status dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1.

Status Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan Pengadilan yang
dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo.
Surat keputusan Menteri Agama di ibukota propinsi Jawa Timur, yaitu kota
Surabaya, yang beralamat di J1. Mayjen Sungkono No. 7 Telp. (031) 5681797
Fax. 5680426 Surabaya 60225.
Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Wilayah hukum Pengadiian Tinggi Agama Surabaya terdiri dari 37
Peradilan Agama dan berkedudukan di ibukota daerah tingkat II kabupaten
atau kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean yang
berkedudukan di kecamatan. Wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa
Timur meliputi daerah tingkat II kabupaten atau kota, kecauali Pengadilan
Agama Blitar meliputi wilayah kabupaten atau kota Blitar, Pengadilan
Agama Malang meliputi wilayah kabupaten Malang dan kota Batu,
Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah kota Pasuruan dan sebagian
kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian kabupaten
Pasuruan, Pengadila Agama Mojokerto meliputi wilayah kabupaten dan
pemerintah kota Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian
walayah kabupaten Sumeneb, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi

sebagian wilayah kabupaten Gresik.
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Pengadilan Agama Se Jawa Timur dibagi dalam tiga kelas, yaitu
kelas IA, sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan
Agama, dan kelas Il sebanyak 4 Pengadilan Agama. Pembagian kelas ini

berdasarkan Keputusan Menteri Negara RI No. 589 tahun 1999.

D. Putusan Permohonan Cerai Talak Perkara No. 108/pdt.G/2007 PTA Sby yang

membatalkan putusan Perkara No. 1363/pdt.G/2006/PA Sda.

1.

Deskripsi permohonan cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
yang membatalkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo

Permohonan banding dalam perkara cerai talak yang diajukan Elis
Arita Binti M. Subari semula sebagai Termohon sekarang sebagai
Pembanding,.

Kasus ini berawal dari permohonan cerai talak yang diajukan
Gunawan Bin Marto Wijonosadin di Pengadilan Agama Sidoarjo yang
semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding di Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya.

Setelah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Termohon pada tanggal 27 Maret 2007
telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama

Sidoarjo tanggal 13 Maret 2007, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1428 H
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nomor : 1363/pdt.G/2006/PA Sda. Dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut.

Proses penyelesaian beserta pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Sidoarjo

Dalam penyelesaian perkara tersebut, bahwa oleh karena permohonan
banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan
perUndang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut harus
dinyatakan dapat diterima.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan
seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Peradilan
Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak yang
berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 23
Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1428 H nomor :
1363/pdt.G/2006/PA Sda. Dan setelah pula memperhatikan pertimbangan
hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari
Pembanding, Pengadilan Agama tidak menyetujui putusan hakim tingkat
pertama tersebut, oleh karena ifu Pengadilan Tinggi Agama perlu

mempertimbangkan sebagai berikut :
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Bahwa alasan Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan talak,
sebagaimana tersebut dalam permohonannya adalah :

a. Sejak 1 tahun yang lalu hubungan antara Pemohon/Terbanding dengan
Termohon/Pembanding tidak harmonis karena sudah pisah ranjang dan
pisah tempat tinggal.

b. Termohon /Pembanding selalu cemburu.

c. Setiap kali terjadi pertengkaran Termohon/Pembanding selalu minta
cerai.

Bahwa alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan masing-masing
sebagaimana berikut :

a. Tentang sejak 1 tahun yang lalu hubungan antara Pemohon/Terbanding
dengan Termohon/Pembanding tidak harmonis karena sudah pisah
ranjang dan pisah tempat tinggal;

1) Menurut keterangan saksi Pemohon/Terbanding yaitu nama Arianti,
Pemohon/Terbanding sekarang ikut Bu Aisyah, dan menurut
Pemohon/Terbading sudah nikah sirri. dengan Bu Aisyah.
Termohon/Pembanding masih kerumah Bu Aisyah untuk minta susu
anaknya.

2) Bahwa menurut keterangan saksi Termohon/Pembanding yaitu Moh.
Anas Bin Subari, menyatakan Pemohon/Terbanding seminggu pulang

seminggu tidak.
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3) Bahwa terhadap keterangan-keterangan tersebut Pemohon/
Terbanding tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut harus dinyatakan benar.

4) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata Pemohon/Terbanding
kumpul dengan Bu Aisyah karena telah nikah sirri, sehingga
Pemohon/Terbanding seminggu pulang seminggu tidak karena seperti
punya dua istri. Seminggu tinggal bersama istri sah yaitu
Termohon/Pembanding, dan seminggu tinggal bersama istri yang di
nikah sirri. Hal ini juga tidak menjadi masalah bagi
Termohon/Pembanding, karena Termohon/Pembanding masih
kerumah istri Pemohon/Terbanding yang di nikah sirri untuk minta
susu anaknya. Hal ini juga menunjukkan hubungan mereka baik-baik
saja. Dengan demikian alasan tidak harmonis adalah tidak benar.

b. Termohon / Pembanding selalu cemburu

1) Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon/Terbanding yaitu Taman
Purboyo Bin Amari, menyatakan tahu Pemohon/Terbanding
bertengkar dengan Termohon/Pembanding dipasar dengan Bu Aisyah,
dan pertengkaran dirumah kakak Bu Aisyah pada waktu saksi
memasukkan mobil ke garasi. Saksi menyatakan pertengkaran
terscbut karena Termohon/Pembanding cemburu. Keterangan saksi

tersebut tidak dibenarkan oleh Termohon/Pembanding. Menurut
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Termohon/Pembanding pertengkaran dipasar disebabkan Bu Aisyah
tidak menyampaikan kepada Pemohon/Terbanding tentang anaknya
yang sakit. Sedang pertengkaran  dirumah kakak Bu Aisyah
dikarenakan Pemohon /Terbanding menjual mobil, untuk kerja sama
dengan Bu Aisyah dan tanpa sepengetahuan Bu Aisyah,
keuntungannya diberikan kepada Termohon/Pembanding.

Bahwa menurut keterangan saksi Termohon/Pembanding yaitu Moh.
Anas Bin Subari, menyatakan Pemohon/Terbanding,
Termohon/Pembanding, dan Bu Aisyah, pernah kerumah saksi.
Dahulu Pemohon/Terbanding pernah behubungan dengan wanita lain.
Demikian pula keterangan dari Wartinah binti Martosadin. Adapun
pertengkaran yang terjadi karena Pemohon/Terbanding jarang pulang.
Bahwa berdasar keterangan—keterangan tersebut diatas tidak ternyata
adanya kecemburuan  Termohon/Pembanding sebagai sebab
pertengkaran. dua kali pertengkaran telah jelas sebab-sebabnya.
Ternyata Termohon/Penbanding menerima kenyataan perilaku
Pemohon/Terbanding. Hal ini juga terlihat dari pernyataan
Termohon/Pembanding dalam pernyataannya : “Pokoknya saya
keberatan bercerai, kalau poligami silahkan”

Bahwa pernyataan terscbut ditunjukkan dengan perilakunya selama

ini yang seolah-olah Tcrmohon/Pembanding menerima dipoligami
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oleh Pemohon/Terbanding. Dengan demikian alasan kecemburuan
adalah tidak benar.
Setiap kali terjadi pertengkaran Termohon/Pembanding selalu minta
cerai.

Bahwa hal tersebut dibantah oleh Termohon/Pembanding dan
Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan dengan saksi-saksi oleh
karena itu alasan tersebut harus ditolak. Berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan  tersebut  diatas nyata  keadaan  kehidupan
Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding bersama dengan Aisyah
yang menurut Pemohon/Terbanding maupun saksi-saksi telah dinikah
sitri telah berjalan tanpa ada sengketa-sengketa maupun kecemburuan
dari Termohon/Pembanding. Adanya pertengkaran juga jelas
permasalahannya yaitu tantang uang penjualan mobil yang diberikan
kepada Termohon/Pembanding, dan anak sakit yang tidak diberitahukan
oleh Aisyah kepada Pemohon/Terbanding. Hal tersebut justru
menunjukkan ketiganya telah melakukan kehidupan layaknya pasangan
poligami.

Bahwa hal tersebut juga menunjukkan Termohon/Pembanding
menerima  keadaan Pemohon/Terbanding apa adanya, hingga
Termohon/Pembanding menyatakan lebih menerima dipoligami daripada

dicerai.
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Babwa dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 34 menyebutkan:
\pfwolfw\u\uwu@,b\ww‘.&.bwu
Artinya : “Maka jika mereka (istri-istri kamu) telah mentaatimu,
maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.
Bahwa pendapat Ahli Figih dalam kitab Figih Sunnah yang

diambil oleh sebagai pendapat majelis menyatakan :
PP W ) iz)}‘\ I3 E}}“ dondsy j 2 &Y Wl o Wiy

Ld dlo U
Artinya :© ‘“Dan sesungguhnya talak itu haram, bila membawa
madlorot atau menyusahkan svami atau istri dan tidak membawa
Kemaslahatan keduanya’.
Bahwa  berdasar dalil-dalil tersebut di atas nyata
Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karena
kesaksian saksi tidak mendukung gugatannya. Sebagaimana Kaidah

Ushul, dalam kitab /“anatut talibin Juz 4, hal 304

qowed Wb 1 ol Clllr B31gsS — A B J1- 1 gals

Artinya : “Djabaikan kesaksian yang menyelisihi gugatan maka tidak
didengar’.

Bahwa berdasar hal tersebut diatas maka permohonan
Pemohon/Terbanding harus ditolak dan putusan Pengadilan Tingkat

Pertama harus dibatalkan.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PTA SBY NO.
108/PDT.G/2007/PTA SBY YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PA
SDA NO. 1363/PDT.G/2006/PA SDA TENTANG PERMOHONAN
CERAI TALAK

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Permohonan
Cerai Talak

Berdasarkan data yang menjadi landasan obyektif dalam memutuskan
perkara perceraian hakim Pengadilan Agama Sidoarjo lebih menekankan pada
persoalan yang mengarah pada konflik pertengkaran dan perselisihan yang sering
terjadi dan menjadi pokok pangkal dari akibat terjadinya perceraian. Sehingga
hakim menetapkan pasal serta dalil yang sesuai dengan perkara tersebut.

Setelah Pengadilan Agama Sidoarjo memeriksa permohonan cerai
talak dan berkesimpulan bahwa suami mempunyai alasan yang cukup untuk
melakukan perceraian dan alasan-alasan untuk bercerai telah terbukti, serta
kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan menetapkan
bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap putusan tersebut pihak istri
(Termohon) dapat mengajukan banding maupun kasasi.

Dalam permohonan banding sebelum majelis hakim Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya mcmutuskan perkara ini terlcbih dahulu mempelajari dan
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memeriksa berkas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo (memori banding) yang

kemudian mereka membatalkan perkara tersebut dengan mempertimbangkan

alasan-alasan sebagai berikut :

1.

Tentang sejak 1 tahun yang lalu hubungan antara Pemohon/Terbanding
dengan Termohon/Pembanding tidak harmonis karena sudah pisah ranjang
dan pisah tempat tinggal,

Berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon/Terbanding yang
bernama Arianti dan saksi dari Termohon/Pembanding yang bernama Moh.
Anas bin Subari menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding kumpul dengan
Bu Aisyah karena telah nikah sirri, schingga Pemohon/Terbanding seminggu
pulang seminggu tidak karena seperti punya dua istri. Seminggu tinggal
bersama istri sah yaitu Termohon/Pembanding, dan seminggu tinggal
bersama istri yang dinikah sirri. Hal itu juga tidak menjadi masalah bagi
Termohon/Pembanding, karena Termohon/Pembanding masih ke rumah istri
Pemohon/Terbanding yang dinikah sirri untuk minta susu anaknya. Hal ini
juga menunjukkan hubungan mereka bertiga baik-baik saja. Dengan demikian
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap bahwa alasan tidak

harmonis adalah tidak benar.

2. Tentang Termohon/Pembanding selalu cemburu

a. Berdasarkan keterangan saksi Termohon/Pembanding yang bernama

Moh. Anas bin Subari, mcnyatakan Pemohon/Terbanding,
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Termohon/Pembanding dan Bu Aisyah, pernah kerumah saksi. Dahulu
Pemohon/Terbanding pemah berhubungan dengan wanita lain.
Demikian pula keterangan dari Wartinah binti Martosadin. Hal ini juga
terlihat dari pernyataan Termohon/Pembanding dalam pernyataannya :
“Pokoknya saya keberatan bercerai, kalau poligami silahkan’.

b. Bahwa pernyataan tersebut ditunjukkan dengan perilakunya selama ini
yang seolah-olah Termohon/Pembanding menerima dipoligami oleh
Pemohon/Terbanding. Dengan demikian hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya menganggap bahwa alasan kecemburuan adalah tidak
benar.

3. Setiap kali terjadi pertengkaran Termohon/Pembanding selalu minta cerai

Bahwa hal tersebut dibantah oleh Termohon/Pembanding dan
Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan dengan saksi-saksi oleh
karena itu hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap bahwa
alasan itu tidak benar dan harus ditolak.

Menurut langkah yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya No. 108/pdt.G/2007/PTA Sby yang membatalkan putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1363/pdt.G/2006/PA Sda itu sudah sesuai
dengan aturan sebab alat-alat bukti yang dijadikan sebagai patokan oleh
majelis hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan pcrkara No.

1363/pdt.G/2006/PA Sda — sectelah dipelajari dan diperiksa olch majelis
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hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya — ternyata putusan Pengadilan
Agama tersebut tidak benar.

Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Pemohon/Terbanding yang
menyatakan bahwa istrinya (Termohon/Pembanding) selalu cemburu padahal
setelah dikonfirmasi dan diklarifikasi ke pihak Termohon/Pembanding (istri)
ia menyatakan bahwa tidak pernah cemburu bahkan ia merelakan suaminya
(Pemohon/Terbanding) untuk berpoligami asalkan dia tidak menceraikannya.
Ini membuktikan bahwa istri (Termohon/Pembanding) tidak pernah cemburu
melainkan ia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya (tidak mau
bercerai).

Hal tersebut di atas dikuatkan dari pernyataan salah seorang saksi
yang menyatakan bahwa saksi pernah didatangi oleh Pemohon/Terbanding,
Termohon/Pembanding dan Aisyah (orang yang di poligami) dirumahnya, itu
menunjukkan bahwa hubungan mereka bertiga sebelumnya baik-baik saja.

Dalam hukum Islam, agar hakim dapat menyelesaikan perkara yang
diajukan kepadanya dan penyelasaian itu harus memenuhi tuntutan keadilan,
maka wajib baginya :

1. Mengetahui hakikat dakwaan atau gugatan.
2. Mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut.
Adapun pengetahuan hakim tentang hakikat dakwaan atau gugatan itu

adakalanya ia menyaksikan sendiri peristiwanya atau mencrima keterangan
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dari pihak lain yang bersifat mutawatir dan jika tidak demikian, maka tidak
dapat disebut sebagai pengetahuan hakim tapi hanya dapat disebut sebagai
persangkaan (zan).

Dan oleh karena harus berpegangan dengan prinsip di atas malah justru
menyulitkan dan menyebabkan terlantarnya sebagian besar hak-hak mereka,
maka pembawa syari’at menerima dasar zanniyah (persangkaan) sesudah
mengambil langkah-langkah yang cermat, dan pengetahuan hakim itu
dipandang cukup dengan cara menampilkan bukti-bukti, seperti pengakuan
tertuduh atau tergugat, saksi-saksi yang adil, meskipun masih dimungkinkan
dustanya pihak yang memberikan pengakuan dan saksi-saksi tersebut, tetapi
yang lazim bahwa manusia tidak berbuat dusta terhadap diri sendiri,
demikian juga yang lazim bahwa saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta,
dan semua itu atas tuntutan situasi yang darurat.

Adapun pengetahuan hakim tentang hukum Allah, yaitu bahwa hakim
tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang qath’l atau
hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama’, dan jika tidak ditemukan
ketentuan hukumnya pada nash-nash yang qath’l dan tidak terdapat pula
hukum yang disepakati oleh ulama’. Maka ditempulah jalan ijtihat, dan jalan
ijtihat ini didasarkan pada persangkaan yang kuat (zan).

Olch karena itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabya

mengambil kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.
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1363/pdt.G/2006/PA Sda itu tidak sah (dibatalkan) sebab saksi dan bukti-

bukti yang dijadikan alasan tersebut tidak benar atau tidak terbukti.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Permohonan Cerai Talak

Dalam hukum Islam pembatalan putusan itu hanya boleh terjadi apabila
nampak bertentangan dengan nash yang gath’l, ijma’ atau qiyas jaliy. Adapun
kalau bententangan dengan dalil dhanni, baik dari nash atau lainnya, maka tidak
boleh dibatalkan dengan dasar dhanni juga karena keduanya memiliki derajat
yang sama.

Fuqaha’ sepakat atas bolehnya dibatalkan putusan hukum seorang hakim
yang mujtahid yang ternyata putusannya itu menyalahi ijtihadnya sendiri dan ia
memutus berdasar hasil ijtihad orang lain, adapun mujtahid muqallid (pengikut
mazhab), apabila memutus hukum dengan mengambil dasr dari mujtahid lain
yang tidak secmadzhab dengannya maka putusannya boleh dibatalkan.

Putusan hakim itu dapat dibagi menjadi tiga macam :

1. Putusan itu menyalahi nash (al-Qur’an atau Hadits), maka terhadap setiap
hakim yang kepadanya diajukan putusan itu dari pihak yang berperkara
harus membatalkannya.

2. Apabila yang menjadi pokok perselisihan itu adalah masalah kepatutan
hakim untuk memutuskan hukum dalam perkara itu, seperti ternyata bahwa

salah satu pihak yang berpcrkara itu adalah orang-orang yang mempunyai
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hubungan kekerabatan dengan hakim itu sehingga dapat menyebabkan
kecenderungan untuk membela dan memutus hukum demi kemaslahatan
mereka, atau antara hakim dan salah satu pihak yang berperkara itu ada
rasa permusuhan lalu ia memutus hukum dengan mnengalahkan pihak
tersebut. Apabila terjadi putusan hukum seperti itu, maka putusan itu
adalah batal dan tidak boleh dilaksanakan, serta wajib diulangi
pemeriksaannya oleh hakim lain, dan jika putusan hakim yang pertama itu
dibatalkan atau dilanjutkan, maka putusan kedua itu tidak boleh dibatalkan.
3. Putusan hukumnya tentang kasus yang belum ada ketentuan hukumnya
dalam nash atau ijma’, schingga diputus atas dasar ijtihad, maka putusan
tersebut tidak boleh dibatalkan oleh siapapun dan harus dilaksanakan,
dalam hal ini fuqaha’ sepakat, bahwa putusan hakim dalam masalah
ijtihadiyah tidak boleh dibatalkan demi manjaga wibawa putusan, karena
kalau hakim diperbolehkan membatalkan putusannya disebabkan adanya
perubahan ijtihadnya atau dibatalkan oleh hakim lain, maka hal itu akan
membawa akibat bolehnya mengubah-ubah putusan yang akan membawa
akibat kegoncangan putusan-putusan hukum dan hilangnya wibawa
putusan, padahal hal yang sedemikian itu adalah jelas tidak membawa
kemaslahatan.
Ibnu Quddamah menyatakan, bahwa putusan hukum yang menyalahi

nash al-Qur’an, sunnah atau ijma’, maka menurut Imam Ahmad dan Syafi’l



62

putusan itu boleh, hanya dia menambahkan lagi tentang putusan yang menyalahi
nash yang jelas (ja/iy). Dan mereka menganggap cacat putusan tersebut sebab
tidak memenuhi syarat maka wajib dibatalkan.

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, bahwa putusan tersebut tidak
boleh dibatalkan kecuali apabila menyalahi ijma’, sebab nash-nash yang
dalalahnya dhanniyah adalah merupakan lapangan ijtihad sehingga putusan
semacam itu tidak boleh dibatalakn sebagaimana perkara yang tidak ada
ketentuan hukumnya dalam nash.

Abu Tsaur dan Dawud berpendapat, bahwa putusan hakim yang nampak
adanya kesalahan boleh dibatalakan, karena kesalahan itu wajib dibenarkan, dan
Umar bin Khatthab pernah berkata : “Jangan sampai menghalang-halangi kamu,
suatu putusan yang telah engkau jatuhkan diwaktu lalu, untuk kamu tinjau
kembali . . . demi mencari kebenaran’.

Dalam memutuskan perkara permohonan cerai talak ini, majelis hakim
di Pengadilan Agama Sidoarjo setelah mempertimbangkan berdasarkan bukti-
bukti dan saksi yang saling menguatkan memutus dengan putusan mengabulkan
permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan
ikrar talak terhadap Termohon, berdasarkan amar putusan yang menyatakan
bahwa Pengadilan hanya melihat ada atau tidaknya unsur perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan apakah masih memungkinkan

untuk dirukunkan kembali atau tidak.
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Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan
para saksi Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti :
a. Sering bertengkar, juga saling memukul antara kedua belah pihak.
b. Pemohon telah menikah sirri dan hidup dengan perempuan bernama Aisyah.
c. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 10 bulan lamanya

walaupun tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.

Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang
bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin
dapat diwujudkan dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-
masing, rumah tangga yang demikian patut diduga akan menimbulkan madharat
yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu akan lebih maslahat bagi
Pemohon dan Termohon jika keduanya diceraikan. Mengingat kaidah ushul
menyatakan :

t Lall Gl (adis) oy ot dotdlis ys

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada kemaslahatan”.

Sedangkan di tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara kemudian membatalkan
putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan karena berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan bahwa telah nyata keadaan kehidupan
Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding bersama dengan Aisyah yang

menurut Pemohon/Terbanding maupun saksi-saksi telah dinikah sirr7 telah
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berjalan tanpa ada sengketa-sengketa ~maupun kecemburuan dari
Termohon/Pembanding. Adanya pertengkaran juga jelas permasalahannya yaitu
tentang uang penjualan mobil yang diberikan kepada Termohon/Pembanding
dan anak sakit yang tidak diberitahukan oleh Aisyah kepada
Pemohon/Terbanding. Hal tersebut menunjukkan ketiganya telah melakukan
kehidupan layaknya pasangan poligami.

Hal tersebut juga terlihat dan dikvatkan dari pernyataan
Termohon/Pembanding dalam pernyataannya : “Pokoknya saya keberatan
bercerai, kalau poligami silahkan’. Dari pernyataan tersebut menunjukkan
bahwa Termohon/Pembanding menerima keadaan Pemohon/Terbanding apa
adanya, hingga Termohon/Pembanding menyatakan lebih menerima diploligami
daripada di cerai. Mengingat dalam al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3

menyatakan :

LS L 0I5 it O S el 1 0D o Siabot 016
Artinya : “Maka jika mercka (istri-istrimu) telah mentaatimu, maka janganlah
kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah
Maha Tinggi lagi Maha Besar”.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas nyata bahwa Pemohon/Terbanding
tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karena kesaksian saksi-saksi tidak

mendukung gugatannya. Sebagaimana pendapat Abu Bakar Muhammad bin

Syatho dalam kitab /’anatut talibin juz 4, menyebutkan :
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gond Y0 1 et Sl BalglS — A B 4V - 4l
Artinya : “Diabaikan kesaksian yang menyelisihi gugatan maka tidak didengar”.

Oleh karena itu maka permohonan Pemohon/Terbanding harus ditolak
dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan.

Pembatalan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo oleh Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya akan berakibat hukum yang memberatkan pihak Terbanding
(svami), dia diwajibkan untuk membayar nafkah dan biaya hidup anak-anaknya.

Menurut hemat penulis kalau melihat hokum formilnya langkag yang
diambil oleh Pengadilan Agama Sidoarjo itu sebanarnya sudah benar, sebat
dilihat dari akibat hokum dari putusan tersebut antara pihak Pemohon (suami)
dan Termohon (istri) tidak akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan.

Akan tetapi kalau melihat hukum materilnya'pembatalan yang dilakukan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Pengadilan Agama Sidoarjo
tersebut tidak benar, sebab dilihat dari akibat hukum dari pembatalan tersebut
antara Pemohon/Terbanding (suami) dan Termohon/Pembanding (istri) tidak
jadi bercerai artinya masih dalam ikatan suvami istri dan antara keduanya pasti
akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Sebagaimana penjelasan Abdul Mujib dalam kitab kaidah figih (al-

Qowaidul Fighiyah) mengatakan :
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-
2,2

Aol 3 EBI Y U s Lol s s
Artinya : “Dima’afkan pada sarana. tidak dima’afkan pada yang dimaksud’.
Dengan demikian pembatalan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya akan membawa dosa yang berdampak buruk pada kedua belah pihak

yang berperkara.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan
Agama Sidoarjo karena menganggap bahwa hakim di Pengadilan Agama
tingkat pertama tersebut dalam memutuskan perkara cerai 'ta]ak hanya
mengacu pada alasan pokok saja yakni bahwa perceraian itu terjadi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa melihat dan meneliti
alasan-alasan lain. Pada dasarnya pengadilan Agama Sidoarjo memang sudah
benar dalam memutuskan perkara tersebut, karena alasan-alasannya sudah
cukup memenuhi syarat untuk melakukan perceraian. Akan tetapi setelah
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan meneliti putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo ternyata dalam putusannya tentang kesaksiannya
para saksi itu tidak mendukung gugatannya, oleh karena itu Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya membatalkannya.

Pembatalan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut
tidak benar, sebab kalau melihat akibat hukum dari pembatalan tersebut pasti
akan mcmbawa dampak yang buruk bagi kedua belah pihak, karena

sebclumnya antara kedua belah pihak sudah tidak rukun.
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B. Saran
Sebagai kata akhir dari penyusunan skripsi ini, saran-saran penulis yang
berkaitan dengan pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman secara
umum tcrhadap seluruh umat Islam, khususnya terhadap pemahaman pembaca
mengenai permasalahan pokok tentang pembatalan putusan cerai talak.
Bagi para hakim hendaklah sebelum memutuskan suatu perkara harus
lebih cermat dan berhati-hati, agar dalam pengambilan keputusan tidak ada

pihak-pihak yang dirugikan.
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